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ABSTRAK
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatakan Lurah selaku 
pimpinan Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum 
dan pada pasal 27 dalam pembinaan teknis dan pengawasan camat diwajibkan memfasilitasi 
kelurahan dalam penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum.
Penelitian ini akan mengkaji tentang konflik antar kelompok yang terjadi di Kelurahan 
Teling Kecamatan Wanea yang sering berulang, dilihat dari peranan pemerintah dalam 
pencegahan dan penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kota bersama Pemerintah Kelurahan yang bertugas 
menciptakan keamanan dan ketertiban warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas 
dalam menangani perkelahian antar kelompok.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 
Salah satu wacana mengemuka akhir-akhir ini mengenai kota Manado adalah mengenai 
beberapa peristiwa yang menarik pandangan masyarakatumum yaitu kekerasan massa dalam 
bentuk perkelahian antar kelompok yang kerap terjadi. Penulis mencoba berasumsi bahwa 
kekerasan yang terjadi di beberapa kelurahan Kota Manado telah menjadi hal yang baru dan trend
di masa ini. Ada satu hal yang ganjil dalam perilaku massa adalah ciri psikologis yang ditimbulkan, 
para pelaku mengalami peningkatan rasa tidak bersalah atas tindakan kekerasan mereka. Akal sehat 
disingkirkan dan digantikan dengan moralitas lemah yang menjauhi konteks budaya dan agama 
dimana moralitas tersebut dibangun.
Pemerintah kota Manado sebagai institusi yang berkuasa yang berada di kota ini seharusnya 
menyadari persoalan krusial ini, tugas pemerintah yang seharusnya memberikan jaminan keamanan 
bagi setiap warga negara seyogyanya diperankan dengan maksimal. Sebenarnya sampai dengan saat 
penelitian ini disusun pemerintah kota Manado sudah melakukan banyak upaya penanggulangan 
maraknya terjadinya kekerasan konflik antar kelompok warga atau yang dikenal dengan istilah 
“tarkam” (tawuran antar kampung/kelompok)
Pembentukan tim reaksi siaga oleh pemerintah daerahdalam hal ini Pemeintah Kota Manado dari 
tahun 2010 hingga 2015 yang melibatkan beberapa unsur-unsur seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan,
Kesbangpol, Dinas Sosial,beberapa stakeholder yang terkait didalamnya ternyata belum mampu 
meminimalisir dan melaksanakan tugasnya secara optimal dalam pencegahan dan penanggulangan 
konflik kekerasan perkelahian antar kelompok (Tarkam) yang kerap kali terjadi di Kota Manado, 
sehingga menimbulkan rasa tidak amankecemasan dan ketakutan pada warga masyarakat.
Ketertarikan penulis membahas persoalan ini, dengan harapan tidak ada lagi sikap menduga-
duga dari masyarakat pada umumnya mengenai apakah pemerintah Kota Manado bersama 
Pemerintahkelurahan  mengambil sikap dan berperan menanggulangi kasus yang terjadi. Lemahnya 
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2peran institusi pemerintah dalam mengambil langkah dalam beberapa penyelesaian konflik terus 
berulang terlontar ketika kecelakaan sosial ini kembali muncul dipermukaaan.Perkelahian antar 
kelompok setiap saat bisa saja terjadi dengan berbagai potensi yang diredam untuk beberapa saat 
saja. Ketika keran penyebab perkelahian itu terbuka, sontak massa pun kembali mengambil posisi 
dalam menyelesaikan persoalan yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan bahasa verbal. 
Adanya disparitas antara penyelesaian kasus kekerasan dengan faktor penyebabnya 
cenderung membuat perkelahian tersebut hanya selesai pada permukaan dan tidak menyentuh akar 
persoalan. Perkelahian antar kelompok dapat ditanggulangi ketika akar penyebab kekerasan itu 
terjadi sudah diketahui, banyak referensi yang bisa dijadikan acuan dalam menelaah akar kekerasan 
seperti ini yang kerap terjadi sebagai suatu produk sosial masyarakat kota. Pemerintah Kota 
Manado bersama Pemerintah Kelurahan Teling Atas yang melakukan berbagai upaya pencegahan 
dan penanggulangan akan diteliti perannya oleh penulis sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah 
dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan, khususnya peran pemerintah dalam 
upaya mencegah dan penanggulangan konflik dalam masyarakat di Kelurahan Teling Atas.
B. Rumusan Masalah
Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa perkelahian antar kelompok merupakan 
persoalan esensial yang patut bagi pemerintah daerah untuk segera memaksimalkan potensi dan 
peran yang dimiliki dengan membuat perencanaan strategis untuk menanggulangi sirkulasi 
kekerasan yang merebak di masyarakat. Bilamana telah terjadi penurunan angka perkelahian antar 
kelompok, maka patut pula untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan sebagai bahan 
evaluasi kebijakan ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus 
perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah  yang  menjadi penyebab konflik antar kelompok di Kelurahan Teling Atas?
2. Bagaimana peran Pemerintah  Kota Manado bersama Pemerintah Kelurahan Teling Atas Kota 
Manado dalam upaya pencegahan dan penanggulangan konflik antar warga yang marak terjadi?
C. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik antar 
kelompok di Kelurahan Teling Atas.
2. Untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang peran Pemerintah dalam hal ini Pemerintah 
Kota Manado bersama Pemerintah Kelurahan Teling Atas dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan konflik antar kelompok/warga yang marak terjadi?
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penanggulangan Konflik Perkelahian antar Kelompok
Penanggulangan dalam bahasa sehari-hari ialah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 
sebuah kejadian. Biasanya kata ini diikuti oleh kata yang akan dicegah tersebut. Sedangkan 
perkelahian adalah kegiatan adu mulut maupun fisik yang melibatkan dua orang atau lebih yang 
saling bertengkar .Penanggulangan perkelahian antar kelompok bisa menimbulkan dua interpretasi, 
yang pertama ialah kegiatan pencegahan sebelum perkelahian antar kelompok itu terjadi dan yang 
kedua ialah bagaimana tindakan yang dilakukan untuk menghentikan ketika perkelahian itu 
berlangsung.
Dalam penelitian ini bukan kekerasan individual yaitu kekerasan yang dilakukan oleh 
individu, seperti membunuh karena dendam pribadi, atau merampok-melainkan kekerasan massa, 
yakni kekerasan yang dilakukan oleh massa. Kekerasan jenis ini berbeda dari kekerasan yang 
dilakukan individu karena para pelaku melakukan kekerasan itu tidak semata-mata atas dasar 
dendam  atau kebencian personal, melainkan banyak dipengaruhi dinamika sebuah kelompok. 
Perkelahian antar kelompok merupakan salah satu bentuk kekerasan massa atau kekerasan kolektif. 
3Kekerasan individual terliput oleh hukum pidana dan situasi sehari-hari, tetapi kekerasan massa 
sering melampaui hukum positif itu. 
Sulit menghukum demikian banyaknya pelaku.Semakin kurang personal motif kekerasan 
dan semakin merasa benarlah para pelaku kekerasan itu. Kekerasan massa tidak beroperasi di dalam 
hukum, tetapi melawan dan melampaui tatanan hukum itu sendiri. Karena kompleksnya peristiwa 
ini, akar-akar penyebabnya juga kompleks.
Namun, dalam ulasan ini saya akan menarik gagasan Budi Hardiman yang banyak 
mengambil gagasan dari para pemikir psikoanalisa  pada tiga akar kekerasan yang terkait dengan 
conditio humana, yaitu: yang bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis (Dikutip dari 
artikel Memahami akar-akar kekerasan massa, 28 Juli 2008). Secara epistemologis kekerasan 
massa atau perkelahian antar kelompok terjadi karena menganggap orang atau kelompok lain 
berada dari luar dirinya . Jadi kekerasan dilakukan bukan terhadap yang sesama, melainkan yang 
lain
Dalam perspektif antropologis, individu tidak akan bergabung ke dalam massa dan 
melakukan kekerasan kolektif semata-mata spontan dan naluriah. “Kewajaran” dalam melukai atau 
melakukan kekerasan dimungkinkan karena individu-individu memandang tindakan kekerasannya 
sebagai sesuatu yang bernilai (Kartini,Kartono, 2010:106). Karena itu, menemukan bagaimana 
sebuah sistem nilai memotivasi manusia untuk melakukan kekerasan terhadap sesamanya adalah 
langkah penting untuk menemukan akar psikologis kekerasan. Manusia akan melakukan kekerasan 
tanpa merasa bersalah jika tindakan itu dipandang sebagai realisasi suatu nilai. Kekerasan adalah 
bentuk realisasi diri.
B. Faktor Penyebab Konflik Perkelahian antar Kelompok
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik perkelahian antar kelompok adalah suatu 
peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan 
menyebabkan konflik perkelahian antar kelompok.Dahrendof  (dalam Soekanto Soerjono, 2007:79) 
mengemukakan ciri-ciri konflik dalam organisasi sosial sebagai berikut:
a. Sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik
b. Konflik-konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan yang bertentangan 
yang tidak dapat dicegah dalam struktur sosial masyarakat.
c. Kepentingan-kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling 
bertentangan.
d. Kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensial distribusi 
kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkuasa dan dikuasai
e. Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru yang saling 
bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik
f. Perubahan sosial merupakan akibat-akibat konflik yang tidak dapat dicegah pada berbagai tipe 
pola-pola yang telah melembaga.
Suatu konflik yang terjadi antar kelompok menjadi tidak sehat apabila masing-masing pihak 
di dalam mencari pemecahanya tidak lagi bersifat rasional tapi lebih bersifat emosional.Akibatnya 
yang terjadi adalah seperti tawuran, penjarahan, perusakan rumah warga, perkelahian antar 
kelompok di dalam masyarakat.Kekerasan sudah dijadikan sebagai media penyelesaian masalah.
C. Peran Pemerintah
1. Peran
Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat 
setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. 
Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain 
tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peran. 
Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan 
tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi.Sistem pola resmi yang dianut 
warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata.
4Koentjaraningrat (2003:136) menegaskan orang yang bertindak dalam pranata tersebut 
biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut 
dibentuk oleh norma-norma yang mengatur.Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam 
setiap upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu 
kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial .
Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi keduanya. Status 
tertentu akan membutuhkan peran tertentu. Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin 
tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan 
maka semakin rendah pula  kedudukan atau statusnya dalam masyarakat.  Menurut Robert M. Z. 
Lawang (1985:89), peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari sesorang yang 
memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi .
Peranan terkadang pula diikuti oleh tuntutan masyarakat yang telah memberikan 
kepercayaan kepada individu yang menempati status tertentu.Pengharapan masyarakat pada status 
tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud.Mengutip 
J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya.Tugas dari peran yang diemban oleh individu 
merupakan hasil kontrak dengan masyarakat yang telah memberikan wewenang itu dengan kontrak 
yang telah disepakati melalui mekanisme yang telah disepakati pula.Oleh karena itu, perlu dipahami 
bagaimanakah masyarakat menentukan harapan-harapannya terhadap para pemegang peran 
tersebut.
Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Peranan sebagai 
2. Pemerintah Kelurahan
Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Kelurahan dikatakan bahwa 
Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (lurah) dan perangkat kelurahan.Sedangkan 
perngkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam 
susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12).
Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota 
atas nama Gubernur dengat syarat yaitu pendidikan  minimal sekolah lanjutan pertama atau yang 
berpengathuan/berpengalaman sederajat dengan itu.
Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam 
menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan.Sekretaris kelurahan terdiri dari 
sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan.Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di 
kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan.
Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh 
satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga 
pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam 
kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan A.W. 
Wijaya.
Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan 
bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam 
wilayah kerja Kecamatan.
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A. Dasar dan Tipe Penelitian
Dasar penelitian yang dilakukan adalah observasi melalui wawancara dengan pertanyaan 
terbuka yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari informan atau menemukan ruang lingkup 
dan fokus persoalan tertentu sebagai informan yang dianggap representatif.
Tipe Penelitian adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis yaitu suatu tipe penelitian 
yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai objek yang diselidiki di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan 
yang telah dirumuskan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang situasi 
perkelahian antar kelompok dan strategi peran yang diterapkan.
Lexy, J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber Data dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian. Peneliti 
turun langsung ke instansi yang telah disebutkan untuk mengumpulkan data dengan cara 
observasi serta wawancara mendalam.  
b. Data Sekunder  
Penulis juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya 
berupa buku, jurnal, koran, dokumentasi, foto, internet dan sumber informasi lainnya yang 
ada kaitannya dengan masalah perkelahian antar kelompok ini.
Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
c. Studi Kepustakaan (library research)
Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan 
tentang buku/artikel kebijakan pemerintahan, problem kekerasan di daerah, buku/artikel 
tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang 
dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan ini merupakan data 
sekunder.
d. Penelitian Lapangan (field research)
Studi lapangan ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi 
atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut;
e. Wawancara Mendalam
Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu 
menggali informasi sebanyak-banyaknya semua informasi yang berkaitan dengan perkelahian 
antar kelompok dan peran pemerintah kelurahan dalam penanggulangannnya dari informan 
yang telah ditentukan. Proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (interview 
guide) sebagai alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. 
C. Informan Penelitian
Informan yang penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini terdiri dari lima komponen 
masyarakat, yaitu: 
- 5 (lima) anggotamasyarakat sekitar areal perkelahian antar kelompok yang pernah terjadi
- 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan
- 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat
- 2 (dua) orang Tokoh Agama
- 3 (dua) orang Tokoh Pemuda
- perangkat pemerintah 
Pemilihan informan berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam 
memperoleh data yang akurat. Peneliti juga  menggunakan cara pemilihan informan yang 
didasarkan atas petunjuk informan I (pertama) ke informan II (kedua) dan seterusnya dan tidak 
6terencana sebelumnya akhirnya diperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam berkenaan dengan 
masalah perkelahian antar kelompok. Jadi meskipun telah ditetapkan informan sebelumnya, 
beberapa informan lain didapatkan dari sejumlah informasi selama berada di lokasi penelitian.
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok
Perkelahian antar kelompok kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan 
tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat perkotaan.Timbulnya 
korban jiwa dari perkelahian tersebut. Justru baru akan mengundang tindakan pemerintah kota 
untuk segera menyelesaikan persoalan. 
Seperti apa yang dipahami dalam kajian teoritis pada bab sebelumnya. Perkelahian yang 
terjadi dalam masyarakat maupun tindak kekerasan lainnya semuanya tidak pernah berdiri sendiri 
atau dalam artian terdapat penyebab yang menimbulkan terjadinya tindak kekerasan.
Kota Manado dengan segala kondisi urban yang dimiliki terus mengemban beban sosial 
yang sangat besar.Pembangunan yang bisa disaksikan begitu tidak berimbang dengan jumlah 
pemukiman kumuh yang semrawut dalam tata kelolanya.Belum lagi ketika para penduduk miskin 
harus dihadapkan pada kebutuhan yang sangat pelik.
Berikut adalah faktor perkelahian antar kelompok yang ditinjau dari motif kejadian:
1. Ketersinggungan kelompok
Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu 
penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok dalam masyarakat kita.Solidaritas kelompok 
terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari.Interaksi antar warga mulai membangun kedekatan 
dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama.Sebuah pemukiman dengan corak 
masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi 
yang hampir setara.Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim.
Peneliti yang menemukan kondisi ini di areal pemukiman padat Teling Atas. Penduduk 
Teling Atas yang terbilang padat ketimbang wilayah kecamatan lainnnya di kota Manado, walaupun 
penduduknya memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda namun ikatan sosial dan kekerabatan 
tetap terbangun. Ikatan sosial tersebut nampak terlihat dari pola pergaulan mereka yang berumur di 
atas 18 hingga 25 tahun. Seringkali bila selepas sore menjelang malam beberapa pemuda sudah 
terlihat duduk di depan lorong pinggiran jalan. Hal yang lain pula nampak ketika mereka
mengerjakan beberapa pembangunan sarana penduduk untuk kepentingan bersama seperti 
pembangunan polisi tidur, bahkan bila salah satu penduduk meminta bantuan dari warga sekitar 
untuk membantu mengerjakan pembangunan pagar rumah maka dengan upah seadanya mereka rela 
untuk membantu penduduk yang meminta bantuan tersebut.
Kehidupan sehari-sehari penduduk di pemukiman padat dengan tingkat kemampuan 
ekonomi menengah ke bawah seperti yang diceritakan bila mengutip kembali apa yang diutarakan 
oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran in group. Maka kesadaran kesamaan kondisi dengan 
masyarakat lain dalam areal maupun komunitas tertentu seperti contoh kasus kampung Teling Atas
tadi terbangun dengan sendirinya dan itu akan semakin kuat bila terdapat tekanan maupun 
gangguan dari kelompok eksternal. Gangguan yang datang dari kelompok luar tentunya juga 
memiliki kondisi yang sama yakni kepemilikan akan solidaritas kelompok untuk mempertahankan 
kelompoknya. 
Persinggungan antar kelompok bagi masyarakat kota merupakan hal lazim. Bahkan hanya 
dengan dengungan suara motor yang keras dihadapan beberapa pemuda yang sedang berkumpul 
maka perkelahian bisa langsung terjadi.
Seperti yang di utarakan oleh Lurah teling Atas:
7“Biasanya pengaruh minuman keras, terus gara-gara gas motor dengan knalpot 
racing, atau pakai kata-kata kotor atau kalau tidak saling kenal bisa langsung 
berkelahi”.
2. Faktor dendam
Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam 
yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara dua kelompok.Hal yang serupa juga terjadi 
di Kelurahan Teling Atas, yang selalu bersitegang dengan loronglosmen yang berhadapan dengan 
lorong karona, lorong cagamjuga bersebelahan dengan lorong anoa dimana ada beberapa 
kelompok yang karena telah menanam dendam lama pada kelompok lain bisa saja membantu 
kelompok yang menjadi lawan dari musuhnya walaupun kelompok tersebut sama sekali tidak 
memiliki hubungan dengan persoalan yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga Teling Atas, yang mengatakan:
“Kalau berkelahi biasanya ada bantuan dari luar, karena saling berkawan mereka 
dengan solidaritas yang tinggi membantu”.
3. Minuman keras
Perbincangan dengan beberapa pemuda pemukim sepanjang kanal di jalan 14 Februari yang 
diikuti oleh penulis tentang perkelahian antar kelompok ditemukan sebuah kondisi yang 
menunjukkan bahwa minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan 
perkelahian antar kelompok. Untuk kota besar seperti Manado, minuman keras merupakan hal yang 
lazim. Walaupun oleh beberapa teoritikus delinquen (kenakalan), minuman keras pada awalnya 
hanya sebagai bahan pengisi waktu senggang untuk melepas penat dalam kelaziman aktivitas 
sehari-hari.
4. Perselisihan
Ketika masalah kecil yang bersifat personal dimulai maka seketika itu pula bantuan datang 
dalam proses penyelesaiannya. Tetap pada kesadaran kelompok tadi perselisihan kecil seperti 
pembangunan parit di pemukiman penduduk yang harus menyenggol sedikit lahan pekarangan bisa 
menjadi embrio konflik.Ataupun persoalan anak kecil yang kemudian berkelahi.Bagaimana tidak 
seorang anak berumur sekitar 8 tahun mampu membuat perkelahian antar kelompok menjadi besar.
Seperti yang diungkapkan oleh Seorang Tokoh Masyarakat Teling Atas
“Perselisihan kecil cukup memberikan andil dalam memicu perkelahian besar”.
Ego yang terbangun untuk saling mempertahankan pendapat maupun harga diri yang 
disalahgunakan menjadi akar dari perselisihan personal.Dan kelompoknya pun secara spontan 
terbangun kesadarannya.Hampis serupa dengan bagaimana ketersinggungan kelompok itu terjadi 
pada faktor yang pertama, namun yang membedakan persoalan perselisihan lebih mendekati 
persoalan personal pada awal kejadiannya.
5. Penganiayaan
Ada beberapa alasan mengapa tindak penganiayaan atau pengeroyokan oleh massa terjadi 
dalam masyarakat di kota Manado. Beberapa petinggi kantor KESBANG mencoba menanggapi 
akan beberapa tudingan yang dilayangkan kepada pemerintah kota tentang keterlambatannya untuk 
menangani beberapa kasus tertentu. Adapula tudingan kepolisian setempat yang cenderung 
memandang remeh laporan warga bila ditemukan indikasi tindakan kriminal.Kembali pada sumber 
penganiayaan atau pengeroyokan. Sebuah tindakan kriminal seperti pencurian maupun tindak 
kriminal personal lainnya tentunya akan sangat meresahkan masyarakat. Biasanya masyarakat akan 
menghubungi pihak kepolisian atau mengadakan upaya pengamanan sendiri seperti membuat pos 
keamanan lingkungan (pos KAMLING) dan mengadakan ronda setiap hari dengan jadwal ronda 
yang sudah diatur. 
86. Perebutan Lahan
Dari beberapa data yang ditemukan oleh intelijen baik dari KODAM maupun 
kepolisian.Perebutan lahan menjadi salah satu faktor perkelahian antar kelompok dari dari segi awal 
terjadinya sebuah kasus perkelahian.Serupa dengan perkelahian yang disebabkan oleh 
perselisihan.Perebutan lahan merupakan wujud dari perselisihan tersebut. Namun yang 
membedakan, perselisihan menyentuh sumber persoalan yang lain di luar dari sengketa tanah yang 
biasa terjadi pada masyarakat Manado. Maraknya pembangunan menurut penulis disinyalir menjadi 
faktor utama terjadinya sengketa lahan di masyarakat. Seiring pembangunan harga tanah kemudian 
melonjak tinggi terlebih lagi bila tanah tersebut mendekati areal pembangunan sarana umum 
ataupun sarana umum yang telah ada sebelumnya. Di jalan Piere Tendean (boulevard) misalnya, 
wilayah yang kemudian menjadi areal pusat perbelanjaan tersohor di kota Manado. Selama 2010 
sudah tiga kali terjadi perkelahian besar antara pihak tergugat yakni warga yang bermukim di areal 
pemukiman kumuh dengan pihak penggugat yang biasanya datang bersama aparat kepolisian.
1. Perubahan sosial yang sangat cepat
Faktor ini didapatkan atas pemikiran induktif penulis setelah mengawinkan banyak data 
yang didapatkan, mulai dari jumlah penduduk di sebuah wilayah kecamatan hingga tingkat 
pendidikan. Mobilitas pembangunan kota kembali penulis gunakan untuk menjelaskan faktor ini. 
Bisa dilihat dengan keinginan pemerintah kota untuk menjadikan Manado sebagai salah satu kota 
dunia di wilayah bagian timur Indonesia maka pembangunan infrastruktur modern menjadi salah 
satu kunci untuk mendapatkan predikat tersebut. Dalam beberapa penelitian membuktikan bahwa 
beberapa perubahan sosial yang cepat di sebuah wilayah akan menimbulkan shock dalam diri 
masyarakat ketika percepatan tersebut tidak dapat diimbangi. 
Tingginya persaingan menuntut setiap orang untuk bekerja keras agar dapat bertahan hidup. 
Fasilitas publik yang dikomersialisasikan seperti pembangunan lapangan karebosi hingga 
berjejalnya pusat perbelanjaan modern di kota ini tentunya tidak menggunakan biaya yang rendah 
untuk dapat menyentuh tempat-tempat tersebut. Beberapa tempat yang penulis anggap begitu jelas 
menjabarkan tentang kepemilikan potensi penyakit sosial tersebut ialah wilayah dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang sangat tinggi, selain itu kawasan pusat perdagangan seperti pasar juga 
wilayah kawasan transportasi seperti terminal dan pelabuhan laut.Biasanya tempat-tempat tersebut 
dijadikan sebagai kawasan penting mengingat banyaknya aktivitas penduduk yang bergulir setiap 
harinya pada kawasan-kawasan tersebut.
2. Populasi yang padat
Wilayah Teling Atas di kota Manado yang memiliki angka jumlah penduduk yang tergolong 
tinggi. Sebagai kota metropolitan angka urbanisasi meningkat seiring daya pikat yang dipoles tiap 
harinya melalui pembangunan. Memang benar bahwa perputaran uang akan terjadi sangat banyak di 
kota namun belum tentu sebuah kota kemudian memberikan kesempatan pada setiap orang untuk 
menyentuh uang tersebut. 
Memang kota besar memiliki tingkat kemajemukan penduduk yang sangat tinggi. Wajar bila 
hal itu terjadi, daya pikat membuat segala penduduk segala penjuru di sekitar wilayah perkotaan 
akan mengarahkan perhatiannya pada kota ini. Bayangkan saja kota Manado merupakan kota ikon 
bagian timur Indonesia, maka jangan heran bila puluhan etnis berkumpul dalam satu kota dengan 
kelompoknya masing-masing. 
Seperti yang diungkapkan oleh seorang Kepala Lingkungan di teling atas:
“Contohnya itu asrama-asrama daerah dan di setiap lorong masing-masing lingkungan
itu potensi konflik. Kenapa begitu mereka itu membawa ego kedaerahan juga 
mempertahankan gengsi nama lorong mereka dan bila ketemu dengan daerah/lorong
lain biasa berkelahi”.
93. Status sosial ekonomi penduduk yang rendah
Semua individu menginginkan kehidupan yang sejahtera dan salah satunya mencakupi 
kebutuhan ekonomi yang terpenuhi. Sama dengan apa yang disebutkan pada faktor yakni perubahan 
sosial yang begitu cepat, untuk kota besar kesenjangan pasti selalu ada. Beberapa pakar ekonomi 
politik menyatakan bahwa konsep ekonomi terbuka yang hampir seluruh negara telah menganutnya 
ternyata membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin.Ketidakadilan untuk berpartisipasi 
dalam kompetisi hidup dimulai sejak lahir. Seorang bayi kaya akan dipertontonkan ketercukupan 
hidup dan seorang bayi miskin mungkin saja akan dipertontonkan dengan ayah yang keluar masuk 
penjara untuk sekedar memenuhi kebutuhan susunya.
Dalam ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan setiap orang akan berfikir untuk 
menggunakan cara apapun. Bila kesempatan dengan jalur yang telah disediakan telah tertutup maka 
seseorang tidak akan segan untuk membuka jalur pemenuhan kebutuhan yang lain. Kemiskinan 
merupakan faktor yang memicu tingkat kekerasan dalam masyarakat dan bila kondisi itu dialami 
bersama maka tingkat kekerasan kelompok akan terbentuk dengan sendirinya. 
perkelahian antar kelompok di masyarakat.
2. Peran Pemerintah Kota Manado bersama Pemerintah Kelurahan Teling  Atasterhadap 
Perkelahian antar Kelompok
Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhitungan.Ketika sebuah perkelahian 
hanya terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang 
sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Namun ketika perkelahian dalam sebuah wilayah terjadi 
berulang kali dan berujung pada cap buruk pemerintahan yang berkuasa pada wilayah tersebut 
barulah perkelahian mendapatkan perhatian.
Kembali diulangi, pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi 
dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat.Perkelahian dalam 
faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar 
masyarakat itu sendiri.Adanya aktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi. Bila dilihat dari pola 
kemiskinan yang mendera di kota Manado, peran pemerintah tentunya tidak lepas dari situ. 
Mendistribusikan kekayaan secara adil adalah bagian tugas dari pemerintah sebagai bentuk 
pelayanan kepada masyarakatnya.Namun yang tampak jelas pada beberapa kecamatan dengan rasio 
peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ternyata diikuti dengan jumlah penduduk miskin ketika 
pembangunan infrastuktur modern begitu cepat memenuhi wilayah tersebut.
1. Kantor Kesatuan Bangsa
Seperti apa yang telah dipaparkan pada BAB II tentang tugas dan fungsi KESBANG, 
tentunya segala program menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat disesuaikan dengan 
tugas dan fungsinya. Menurut kepala kantor KESBANG, tugas kesbang ialah menjaga keamanan 
dan ketertiban kota. Sedangkan pola tindakan yang dilakukan lebih dalam dijelaskan oleh beliau 
bahwa kantor yang dipimpinnya itu lebih bersifat konsep dan preventif selanjutnya dalam 
penerapan di lapangan terkait bila peristiwa perkelahian berlangsung maka itu merupakan tugas dari 
kepolisian.
“Kita melakukan pendekatan sosialisasi aturan seperti aturan tentang terorisme, 
agama dan aturan mengenai ketertiban dan keamanan”.
Melengkapi pernyataan pimpinannya, salah satu staf administrasi di kantor ini berujar 
bahwa KESBANG juga bertindak memfasilitasi hubungan antar lembaga terkhusus untuk 
pencapaian ketahanan internal dalam masyarakat. Selain itu menurutnya KESBANG merupakan 
organisasi penegak kewaspadaan nasional, penegakan hak asasi manusia (HAM) serta upaya 
ketahanan sosial ekonomi. Lembaga pemerintah di bawah naungan Pemkot Manado ini lebih 
mengutamakan pola penyampaian konsep masyarakat damai kepada berbagai elemen serta bersifat 
investigatif terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Selain itu, program juga dikhususkan pada 
beberapa wilayah yang memang dekat dengan siklus perkelahian antar kelompok.
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PENUTUP
A.Kesimpulan
Ketakutan dari konflik yang timbul di masyarakat adalah ketika konflik tersebut berjalan 
serupa spiral konflik yang tak berhenti. Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, 
agama, ras, dan antar golongan. Merupakan konflik yang sangat gampang untuk terulang di tempat 
yang sama. Pada uraian BAB sebelumnya banyak faktor yang diutarakan yang kemudian menjadi 
faktor simultansi perkelahian itu sendiri. Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan 
perkelahian massa tersimpan persoalan yang sangat pelik. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah 
telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar 
sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita. 
Pemerintah kotabersama Pemerintah Kelurahan yang bertugas menciptakan keamanan dan 
ketertiban warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian 
antar kelompok. Banyak fakta yang memperlihatkan mereka yang kemudian direhabilitasi justru 
keluar kembali sebagai penyakit di masyarakatnya. Solusi kemudian tidak menyentuh lingkungan 
pelaku tapi masih bersifat personall dan cenderung lebih sulit untuk dikontrol pelaksanaanya.  
Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian 
lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut. 
Kelurahan teling Atas, selain itu koordinasi antara instansi di tingkatan kota yang mengurusi 
perkelahian antar kelompok masih sangat renggang. Kepolisian masih menjadi sentrum 
penyelesaian persoalan yang justru masih bersifat personal seperti yang dikritik oleh penulis. Solusi 
yang bersifat sosiologis yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat 
kota seharusnya telah dipertimbangkan sebaik mungkin.
Diantara kelebihan dari peran pemerintah dalam menangani persoalan perkelahian antar 
kelompok dari segi basis data yang mulai terlihat maju. Dalam analisa penulis pada BAB
sebelumnya ditemukan beberapa program yang tidak maksimal karena hanya bersifat seremonial 
dan bersifat personal. Dari segi program seperti yang disebut diatas juga tidak lepas dari koordinasi 
yang sangat minim dari beberapa lembaga yang mengurusi perkelahian antar kelompok ini. 
Dari hasil penelitian bahwa Peran Pemerintah Kota Manado bersama stakeholder yang 
terkait di dalamnya termasuk Pemerintah Kelurahan Teling Atas sudah cukup optimal dalam 
melaksanakan dan menjalankan tugasnya yakni pencegahan dan penganggulangan konflik antar 
kelompok (tarkam)yang sering terjadi di Kota Manado lebih khusus di Kelurahan Teling Atas. 
namun sebenarnya juga pemerintah kota terlihat menunggu persoalan membesar untuk kemudian 
ditangani dengan cara yang pasti bersifat represif karena desakan kejadian. Dan sampai saat ini 
pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Manado belum mengeluarkan 
PERDA tentang konflik perkelahian antar kelompok (tarkam).
B.Saran
1. Buat Pemerintah Kota bersama stakeholder yang terkait serta Pemerintah Kelurahan Teling Atas
agar pencegahan konflik harus dilakukan sedini mungkin, agar konfilk antar individu maupun 
konflik antar kelompok (tarkam) yang kerap kali terjadi di Kota Manado lebih khusus di 
Kelurahan Teling Atas bisa di redam dan tidak meluas. sehingga bisa menciptakan rasa 
keamanan dan ketertiban pada masyarakat.
2. Dalam menangani konflik pemerintah Kota Manado bersama aparat keamanan harus tegas 
dalam pemberantasan peredaran minuman keras.
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